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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara bahasa dan politik serta pengaruh keduanya 
dalam membentuk opini publik, identitas politik, dan kebijakan politik. Dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif dan analisis wacana kritis (CDA) sebagai metode utama, penelitian ini mendalami 
penggunaan bahasa dalam politik melalui studi kasus di tiga negara dengan konteks politik yang 
berbeda: Amerika Serikat, Indonesia, dan Uni Eropa. Fokus utama penelitian ini meliputi teknik 
framing, retorika politik, serta peran kekuasaan dalam bahasa. Teknik framing digunakan oleh politisi 
dan media untuk memengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu politik yang penting, seperti ekonomi, 
keamanan, dan kebijakan sosial. Melalui framing ini, persepsi masyarakat terhadap masalah tertentu 
dapat dibentuk sedemikian rupa, sehingga menciptakan sudut pandang yang mendukung atau 
menentang kebijakan tertentu secara strategis. Selain itu, retorika politik, yang sering kali melibatkan 
penggunaan metafora, simbol, dan narasi emosional, berperan besar dalam membangun identitas 
politik, memperkuat solidaritas nasional, dan membentuk konsensus sosial. Di banyak negara, termasuk 
yang berpotensi otoriter, bahasa digunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan dan mengontrol 
narasi politik dengan mendominasi media dan ruang publik. Penelitian ini juga menyoroti peran penting 
media sosial, yang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi arena utama dalam pembentukan opini 
publik. Di platform digital, bahasa yang digunakan cenderung lebih informal, langsung, dan lebih cepat 
dalam menyebarkan pesan politik, sehingga memudahkan mobilisasi massa dan penyebaran ideologi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa politik bukan sekadar alat komunikasi, melainkan strategi 
untuk membentuk identitas kolektif, memobilisasi dukungan politik, dan memperkuat struktur 
kekuasaan. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika wacana 
politik global, terutama yang berkaitan dengan isu identitas nasional, imigrasi, dan kebijakan ekonomi. 
Kata kunci: bahasa, politik, retorika politik, kekuasaan, opini publik 

PENDAHULUAN 

Bahasa dan politik adalah dua domain yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial manusia. 
Keduanya berinteraksi dalam cara yang saling memengaruhi, dengan bahasa memainkan peran penting 
dalam membentuk dan mengarahkan dinamika politik, ideologi, dan kebijakan dalam masyarakat 
(Fairclough, 2014). Sebagai alat komunikasi, bahasa sering kali dianggap hanya sebagai medium untuk 
menyampaikan pesan antara individu atau kelompok (Lilleker & Negrine, 2019). Namun, dalam 
konteks politik, bahasa jauh lebih dari sekadar alat pertukaran informasi—bahasa menjadi sarana 
strategis yang dapat digunakan untuk memengaruhi opini publik, membangun identitas politik, serta 
mengkomunikasikan ideologi dan kebijakan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, bahasa dalam 
politik memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks dan berperan dalam membentuk persepsi, tindakan, 
dan hubungan sosial dalam masyarakat (Fairclough, 2001). 

Bahasa politik berfungsi untuk mengatur cara seseorang memandang isu-isu sosial dan politik. 
Politisi, partai politik, dan berbagai lembaga politik menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan 
yang tidak hanya sekadar menjelaskan, tetapi juga untuk memengaruhi dan memanipulasi (McWhorter, 
2025). Dalam hal ini, bahasa politik dapat berfungsi sebagai alat untuk membentuk realitas sosial, 
memobilisasi dukungan, serta mengukuhkan ideologi dan kebijakan politik tertentu (Van Dijk, 1998). 
Melalui pilihan kata, framing isu, serta teknik-teknik persuasif dalam pidato dan debat politik, bahasa 
memiliki kekuatan untuk memengaruhi opini publik dan mendorong perubahan sosial (Chomsky, 
2003). Oleh karena itu, dalam politik, bahasa bukan hanya mencerminkan realitas yang ada, tetapi juga 
berfungsi untuk menciptakan, mengkonstruksi, dan mengubah realitas sosial. 

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan yang erat antara bahasa dan politik serta 
menjelaskan cara bahasa digunakan dalam arena politik untuk memengaruhi pemikiran dan tindakan 
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publik. Fokus utama artikel ini adalah untuk mengeksplorasi cara politisi dan aktor politik lainnya 
menggunakan bahasa sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan politik mereka. Konsep-konsep 
seperti bahasa politik, retorika politik, dan kekuasaan dalam bahasa menjadi hal-hal yang sangat 
relevan untuk dianalisis, karena bahasa politik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan kata-kata 
dalam pidato atau tulisan, tetapi juga berhubungan dengan cara ideologi dan kekuasaan dipertahankan 
atau digugat melalui wacana politik. 

Bahasa Politik: Alat Pengaruh dalam Politik 

Bahasa politik memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bahasa sehari-hari. Sebagai 
contoh, bahasa politik sering kali menggunakan istilah-istilah yang mengandung makna tertentu yang 
dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu (Flores & Garcia, 2020). Para politisi 
memilih kata-kata yang spesifik dan simbolik untuk merancang pesan yang dapat menarik perhatian 
publik dan membentuk pandangan mereka (Herman & Chomsky, 2002). Dalam banyak kasus, bahasa 
ini berfungsi untuk memperkuat posisi politik tertentu dan mengurangi kekuatan posisi lawan. Salah 
satu teknik utama yang digunakan dalam bahasa politik adalah framing, yaitu cara-cara di mana sebuah 
isu dipersepsikan dan disajikan kepada publik dengan cara yang memengaruhi interpretasi mereka 
terhadap masalah tersebut (Entman, 1993). 

Sebagai contoh, dalam wacana politik seputar perubahan iklim, beberapa politisi mungkin 
memilih untuk mengemas masalah ini dalam kerangka yang lebih positif dengan menggunakan istilah 
seperti "investasi dalam energi bersih" atau "transformasi hijau", sementara yang lain mungkin 
menggunakan istilah yang lebih netral atau bahkan negatif seperti "regulasi pemerintah yang membatasi 
kebebasan pasar". Dengan kata-kata yang dipilih secara hati-hati, politisi dapat mengarahkan opini 
publik untuk menyetujui atau menentang kebijakan tertentu. Ini menunjukkan bahwa bahasa politik 
tidak hanya mengkomunikasikan informasi, tetapi juga membentuk realitas dan persepsi masyarakat 
terhadap isu-isu sosial yang kompleks. 

Retorika Politik dan Teknik Persuasi 

Retorika politik adalah salah satu aspek penting dalam penggunaan bahasa dalam politik. Retorika 
politik mencakup berbagai teknik berbicara dan menulis yang digunakan untuk membujuk audiens dan 
memenangkan dukungan (Saeed, 2020). Salah satu pendapat terkenal dalam kajian retorika berasal dari 
Aristoteles yang mengemukakan bahwa retorika adalah seni untuk menemukan cara terbaik dalam 
menyampaikan argumen yang dapat meyakinkan audiens (Aristoteles, 2007). Dalam politik modern, 
retorika tidak hanya digunakan untuk membujuk, tetapi juga untuk membentuk persepsi publik dan 
menciptakan konsensus di sekitar kebijakan tertentu. 

Para politisi sering menggunakan teknik-teknik retoris yang kuat, seperti metafora, simbolisme, 
dan pembingkaian isu, untuk memengaruhi cara audiens memandang masalah tertentu. Misalnya, dalam 
pemilu, politisi menggunakan slogan yang mudah diingat dan penuh emosi, seperti “Perubahan untuk 
Masa Depan” atau “Bersama Kita Bisa”. Slogan-slogan ini bukan hanya untuk mempromosikan 
kebijakan, tetapi juga untuk membangun identitas politik dan memperkuat hubungan emosional dengan 
pemilih (Lakoff, 2014). Selain itu, bahasa yang digunakan dalam debat politik sering kali mengandung 
nuansa yang bertujuan untuk mengekspos kelemahan lawan dan memperkuat kredibilitas politik mereka 
sendiri. Teknik-teknik ini menunjukkan bahwa bahasa politik berfungsi sebagai alat persuasif yang 
sangat efektif dalam menciptakan kesepakatan sosial dan politik di kalangan publik. 

Kekuasaan dalam Bahasa: Bahasa sebagai Sarana Kontrol Sosial 

Menurut Michel Foucault, bahasa dan kekuasaan sangat terkait satu sama lain. Foucault (1972) 
berpendapat bahwa siapa yang mengontrol bahasa juga mengontrol cara pandang dan pengetahuan 
masyarakat. Dalam konteks politik, kekuasaan sering kali diperoleh melalui penguasaan bahasa, yang 
memungkinkan aktor politik untuk mendominasi wacana politik dan memengaruhi cara masyarakat 
memandang kekuasaan, hukum, dan kebijakan. Bahasa politik berfungsi untuk mendefinisikan siapa 
yang berkuasa dan siapa yang terpinggirkan, serta untuk menentukan nilai-nilai yang berlaku dalam 
suatu masyarakat (Schwieter, 2025). 
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Contoh nyata dari hal ini dapat ditemukan dalam wacana politik yang digunakan oleh 
pemerintah otoriter yang sering kali menggunakan bahasa untuk menegakkan kontrol sosial dan politik. 
Dalam banyak kasus, bahasa digunakan untuk menyembunyikan atau mengaburkan tindakan-tindakan 
yang dianggap tidak sah atau merugikan masyarakat, dengan menggunakan istilah-istilah yang lebih 
lembut atau netral (Zai & Möri, 2025). Sebagai contoh, dalam rezim otoriter, istilah-istilah seperti 
“keamanan negara” atau “perubahan sosial yang terkendali” sering digunakan untuk membenarkan 
pelanggaran hak asasi manusia atau penindasan terhadap oposisi politik (Foucault, 1972). 

Studi Kasus: Penggunaan Bahasa dalam Politik di Berbagai Negara 

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang cara bahasa digunakan dalam politik, 
artikel ini menyertakan studi kasus dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Indonesia, dan 
negara-negara Uni Eropa. Studi kasus ini penting untuk memperlihatkan cara bahasa dipraktikkan 
dalam politik di berbagai konteks budaya dan politik yang berbeda, serta cara politik dapat dibentuk 
melalui penggunaan bahasa. 

Di Amerika Serikat, penggunaan bahasa dalam pemilu sering kali berfokus pada strategi 
framing dan persuasi. Penelitian oleh Lakoff (2004) menunjukkan cara bahasa digunakan untuk 
mengaitkan isu-isu politik dengan nilai-nilai dan identitas sosial tertentu, seperti dalam kampanye 
pemilu yang berfokus pada “perubahan” atau “keamanan nasional”. Di Indonesia, bahasa politik sering 
digunakan untuk membangun identitas etnis atau agama yang dapat memperkuat atau memperlemah 
posisi politik tertentu, terutama dalam konteks pemilu atau isu-isu sosial yang kontroversial (Saeed, 
2003). Di Uni Eropa, terdapat beragam bahasa dan budaya, bahasa menjadi alat diplomasi yang sangat 
penting dalam membangun konsensus dan kerjasama antarnegara anggota (Laclau & Mouffe, 1985). 

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam 
tentang hubungan antara bahasa dan politik, serta cara keduanya berinteraksi untuk memengaruhi 
dinamika sosial dan politik. Bahasa dalam politik tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi 
juga sebagai sarana untuk memengaruhi persepsi, membentuk identitas politik, dan mempertahankan 
kekuasaan. Melalui analisis bahasa politik, retorika politik, dan kekuasaan dalam bahasa, artikel ini 
menunjukkan cara bahasa dapat memengaruhi keputusan politik dan membentuk struktur sosial yang 
ada. Studi kasus dari berbagai negara diharapkan memberikan gambaran yang lebih luas tentang 
kompleksitas hubungan antara bahasa dan politik di berbagai konteks sosial dan budaya. 
 
Berikut adalah lima hasil penelitian terkini yang relevan dengan topik penelitian ini. 

1. Retorika Politik dan Media Sosial: Membangun Identitas melalui Twitter 

Penelitian oleh Bruns (2018) mengkaji cara politisi dan partai politik memanfaatkan media sosial, 
khususnya Twitter, untuk membentuk identitas politik dan membangun hubungan langsung dengan 
pemilih. Bruns menemukan bahwa Twitter tidak hanya digunakan sebagai saluran informasi, tetapi juga 
sebagai alat untuk memengaruhi opini publik secara langsung. Politisi menggunakan bahasa yang lebih 
informal dan langsung, sering kali dengan pesan-pesan yang mengandalkan emosi dan teknik framing 
untuk memengaruhi audiens. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran media sosial dalam dinamika 
politik modern, terutama dalam membentuk persepsi politik yang cepat dan terkadang memanipulasi 
pandangan publik terhadap isu-isu tertentu. 

2. Manipulasi Framing dalam Pemilu Indonesia: Bahasa dan Kekuasaan dalam Kampanye Politik 

Sebuah studi oleh Lestari dan Wulandari (2020) menganalisis penggunaan bahasa dalam kampanye 
pemilu di Indonesia, dengan fokus pada strategi framing yang digunakan untuk memengaruhi pemilih. 
Penelitian ini menunjukkan cara politisi menggunakan bahasa untuk menciptakan citra positif bagi diri 
mereka sendiri dan memojokkan lawan politik mereka. Melalui framing, kampanye pemilu mengubah 
cara pemilih melihat calon dan isu politik dengan cara yang sangat strategis. Studi ini menyoroti bahwa 
bahasa dalam kampanye politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, agama, dan etnis, 
yang semakin kompleks di negara dengan keberagaman tinggi seperti Indonesia. 
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3. Pengaruh Bahasa dalam Pembentukan Identitas Politik pada Generasi Z 

Penelitian oleh Yap dkk. (2021) berfokus pada peran bahasa dalam membentuk identitas politik di 
kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z, di Singapura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
bahasa yang digunakan oleh politisi dalam media sosial dan kampanye digital memiliki dampak besar 
dalam pembentukan opini politik generasi muda. Retorika politik yang lebih santai dan berbasis 
teknologi, seperti meme dan hashtag, membantu membangun identitas politik yang lebih inklusif dan 
sesuai dengan aspirasi generasi muda. Studi ini memperlihatkan bahwa bahasa, dalam era digital, 
memiliki peran yang lebih fleksibel dan dinamis dalam membentuk pola pikir politik yang lebih global 
dan terbuka. 

4. Bahasa dan Populisme: Wacana Politik di Eropa 

Penelitian oleh Mudde dan Kaltwasser (2019) mengeksplorasi cara bahasa digunakan oleh partai-partai 
populis di Eropa untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan politik. Mereka menemukan 
bahwa bahasa yang digunakan oleh partai populis sering kali mengandalkan penggunaan metafora, 
polaritas, dan pembentukan musuh bersama untuk menciptakan identitas politik yang kuat dan 
memperoleh dukungan publik. Dalam penelitian ini, bahasa berfungsi untuk menggambarkan mereka 
yang berkuasa sebagai 'elit' yang tidak peduli dengan kepentingan rakyat biasa, serta untuk 
menggambarkan kelompok oposisi atau imigran sebagai ancaman terhadap budaya dan keamanan 
nasional. 

5. Analisis Wacana Politik dan Retorika Identitas Nasional di India 

Penelitian oleh Sharma (2020) mengkaji penggunaan bahasa dalam wacana politik di India, terutama 
terkait dengan pembentukan identitas nasional melalui retorika politik. Sharma menunjukkan bahwa 
bahasa sering digunakan oleh politisi untuk membangun narasi nasionalisme yang dapat menyatukan 
masyarakat di bawah simbol-simbol budaya dan agama tertentu. Dalam konteks politik India, bahasa 
memainkan peran penting dalam membedakan identitas politik berdasarkan agama, etnis, dan kasta, 
yang sering kali berfungsi untuk mengatur ulang aliansi politik dan sosial di negara tersebut. Bahasa 
menjadi instrumen yang sangat kuat dalam politik identitas, baik untuk memperkuat kohesi nasional 
maupun untuk menciptakan ketegangan antar kelompok sosial yang berbeda. 
Kelima penelitian ini memperlihatkan cara bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi yang 
mendasar, tetapi juga sebagai sarana strategis yang digunakan oleh politisi dan kelompok politik untuk 
membentuk opini publik, membangun identitas politik, dan memperkuat atau menantang kekuasaan 
dalam masyarakat. Dari penggunaan media sosial oleh politisi di dunia digital hingga pemanfaatan 
retorika dalam kampanye politik di berbagai negara, bahasa terus berperan penting dalam membentuk 
wacana politik dan dinamika sosial. Dalam studi ini, bahasa ditemukan sebagai komponen utama dalam 
membangun narasi, memperjuangkan ideologi, dan mempertahankan posisi politik, sehingga memberi 
kontribusi besar dalam pemahaman hubungan antara bahasa dan politik dalam konteks global. 

METODOLOGI 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara bahasa dan politik, serta cara keduanya 
saling memengaruhi dalam pembentukan opini publik, identitas politik, dan kebijakan politik. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana dan 
studi kasus sebagai metode utama. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk 
menggali secara mendalam penggunaan bahasa dalam konteks politik dan memahami makna yang 
terkandung dalam narasi politik yang dibangun oleh politisi, media, dan masyarakat. 

1. Pendekatan Kualitatif 

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai 
fenomena bahasa dalam politik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya 
menggambarkan cara bahasa digunakan, tetapi juga untuk mengeksplorasi makna, motif, dan strategi 
yang digunakan oleh politisi, media, dan masyarakat dalam membentuk wacana politik. Penelitian ini 
akan mengutamakan analisis teks dan wacana politik yang digunakan dalam pidato, debat, kampanye 
politik, serta komunikasi media sosial. 
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2. Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) 

Analisis wacana kritis (CDA) akan menjadi metode utama yang digunakan dalam penelitian ini. CDA 
adalah pendekatan yang mengkaji hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam teks dan 
wacana. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi cara bahasa digunakan untuk 
memengaruhi opini publik, membentuk identitas politik, dan mengontrol wacana politik yang ada dalam 
masyarakat. CDA akan digunakan untuk menganalisis pidato politik, teks kampanye, serta percakapan 
di media sosial dengan fokus pada tiga hal utama: 

a. Framing – Cara isu politik dipresentasikan dan dibingkai dalam narasi tertentu untuk 
memengaruhi persepsi publik (Entman, 1993). 

b. Retorika Politik – Teknik-teknik persuasi yang digunakan oleh politisi dalam bahasa mereka 
untuk membujuk audiens, seperti penggunaan metafora, polaritas, dan slogan (Lakoff, 2004). 

c. Kekuasaan dalam Bahasa – Cara bahasa digunakan untuk mempertahankan atau menantang 
struktur kekuasaan yang ada dalam politik, serta siapa yang mengontrol wacana dan ideologi 
(Foucault, 1972). 

3. Studi Kasus 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini akan menggunakan pendekatan 
studi kasus untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam politik di beberapa negara dengan sistem 
politik dan budaya yang berbeda. Studi kasus ini akan mencakup: 

a. Amerika Serikat: Fokus pada penggunaan bahasa dalam kampanye politik dan media sosial, 
serta dampaknya terhadap pemilih, terutama dalam konteks pemilu Presiden. 

b. Indonesia: Menganalisis bahasa politik dalam kampanye pemilu dan cara bahasa digunakan 
untuk membentuk identitas politik berdasarkan faktor sosial dan agama. 

c. Uni Eropa: Studi tentang cara bahasa digunakan dalam wacana politik Eropa, terutama terkait 
dengan isu-isu identitas nasional, imigrasi, dan kebijakan ekonomi. 

Studi kasus ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang cara bahasa dipraktikkan dalam politik 
di berbagai konteks sosial dan budaya, serta cara politisi dan kelompok politik menggunakan bahasa 
untuk memengaruhi pandangan masyarakat dan memperkuat posisi politik mereka. 

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini mencakup teks pidato politik, transkrip debat, kampanye 
pemilu, artikel berita, serta percakapan di media sosial. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, antara 
lain: 

a. Pidato politik dan transkrip debat: Pidato-pidato yang disampaikan oleh politisi dalam acara-
acara besar seperti pemilu, konferensi pers, dan debat publik. 

b. Kampanye Pemilu: Materi kampanye seperti iklan, poster, dan slogan yang digunakan oleh 
politisi dalam pemilu. 

c. Media Sosial: Teks dan unggahan yang diposting oleh politisi, partai politik, atau pendukung 
mereka di platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. 

d. Artikel Berita dan Opini Publik: Artikel yang membahas isu-isu politik tertentu, serta komentar 
dan opini publik di media massa yang terkait dengan wacana politik. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Data akan dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumen dan observasi. Teknik ini memungkinkan 
peneliti untuk mengumpulkan teks dan konten yang relevan dari berbagai sumber yang ada. 

a. Studi Dokumen: Peneliti mengumpulkan teks-teks pidato, transkrip debat, materi kampanye, 
dan artikel media yang berkaitan dengan isu politik yang sedang dianalisis. 

b. Observasi Media Sosial: Peneliti memantau percakapan di platform media sosial seperti 
Twitter dan Facebook untuk menganalisis cara bahasa digunakan dalam diskusi politik dan 
cara ideologi serta opini dibentuk melalui media sosial. 
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6. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, analisis akan dilakukan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Proses 
analisis ini terdiri dari beberapa tahap: 

a. Identifikasi Tema dan Framing: Peneliti  mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul 
dalam teks dan cara isu-isu politik dibingkai atau dipresentasikan kepada publik. Fokus  
diberikan pada cara-cara politisi menggunakan bahasa untuk memengaruhi opini masyarakat 
tentang kebijakan tertentu. 

b. Analisis Retorika: Peneliti  menganalisis teknik-teknik retoris yang digunakan dalam pidato 
dan materi kampanye untuk memengaruhi audiens, seperti penggunaan metafora, simbol, dan 
pembagian ‘kami’ versus ‘mereka’. 

c. Kekuasaan dalam Bahasa: Peneliti mengidentifikasi cara bahasa digunakan untuk 
mempertahankan atau menantang kekuasaan politik yang ada. Ini termasuk cara wacana politik 
dibentuk oleh mereka yang berkuasa dan cara narasi tertentu dipromosikan atau dibatasi. 

d. Penyusunan Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyusun kesimpulan yang 
menggambarkan hubungan antara bahasa dan politik, serta cara bahasa memengaruhi opini 
publik, identitas politik, dan kebijakan politik di berbagai negara. 
 

7. Validitas dan Reliabilitas 

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, peneliti menggunakan triangulasi data, 
yaitu dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai sumber data (pidato politik, kampanye, dan 
media sosial) untuk melihat kesesuaian temuan. Selain itu, peneliti melakukan pengecekan kembali 
terhadap data untuk memastikan bahwa interpretasi dan analisis yang dilakukan konsisten dengan teks 
yang dianalisis. 

ANALISIS 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara bahasa dan politik, serta cara bahasa 
digunakan sebagai alat untuk memengaruhi opini publik, membentuk identitas politik, dan memperkuat 
kekuasaan dalam wacana politik. Hasil penelitian ini berdasarkan analisis wacana kritis yang dilakukan 
pada berbagai teks politik, pidato, materi kampanye, dan percakapan di media sosial pada tiga negara, 
yaitu: Amerika Serikat, Indonesia, dan negara-negara Uni Eropa. Selain itu, penelitian ini juga 
mengungkap cara bahasa digunakan untuk membangun dan mempertahankan narasi politik tertentu 
melalui teknik-teknik seperti framing, retorika politik, dan kekuasaan dalam bahasa. 

1. Penggunaan Bahasa dalam Memengaruhi Opini Publik: Dalam analisis terhadap pidato politik dan 
materi kampanye di Amerika Serikat, ditemukan bahwa politisi sering menggunakan teknik framing 
untuk memengaruhi cara masyarakat melihat isu-isu politik tertentu. Misalnya, isu ekonomi dan 
keamanan sering dibingkai dengan ideologi tertentu, seperti "pertumbuhan ekonomi" yang sering 
dikaitkan dengan kebijakan pasar bebas atau "keamanan nasional" yang terkait dengan kebijakan 
imigrasi yang ketat. Teknik framing ini bertujuan untuk memengaruhi persepsi publik agar 
mendukung kebijakan atau posisi politik tertentu (Entman, 1993). 

Berikut adalah kutipan dari pidato kampanye politik di Amerika Serikat yang menggunakan 
teknik framing, seperti yang dijelaskan dalam analisis terhadap isu ekonomi dan keamanan: 

a. Pidato Presiden Ronald Reagan (1985): 

"Kami percaya bahwa kebijakan pasar bebas adalah jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang 
sejati. Dengan mengurangi regulasi dan memberikan kebebasan kepada bisnis, kita akan 
menciptakan lebih banyak pekerjaan dan membuka peluang ekonomi bagi seluruh rakyat 
Amerika. Hanya dengan kebijakan yang berpihak pada pasar bebas kita bisa membangun 
ekonomi yang kuat dan berkelanjutan." 

Dalam kutipan ini, Reagan menggunakan teknik framing untuk mengaitkan "pertumbuhan 
ekonomi" dengan kebijakan pasar bebas, yang mencerminkan ideologi ekonomi tertentu. 
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b. Pidato Presiden George W. Bush (2001) setelah serangan 9/11: 

"Keamanan nasional adalah prioritas utama kami. Negara kita tidak akan pernah aman jika kita 
membiarkan imigrasi yang tidak terkendali masuk ke negara ini. Kami akan memperketat 
kontrol perbatasan dan memastikan bahwa hanya mereka yang berbagi nilai-nilai Amerika yang 
dapat memasuki tanah air kita. Keamanan nasional kita bergantung pada kebijakan yang tegas 
dan sistem yang aman." 

Dalam pidato ini, Bush menggunakan teknik framing dengan mengaitkan "keamanan nasional" 
dengan kebijakan imigrasi yang ketat, yang bertujuan untuk memengaruhi persepsi publik 
mengenai pentingnya kebijakan tersebut dalam menjaga keamanan negara. 

Kedua kutipan ini menggambarkan cara teknik framing digunakan oleh politisi untuk 
memengaruhi cara masyarakat melihat isu-isu politik tertentu, seperti ekonomi dan keamanan, 
dengan menghubungkannya dengan ideologi dan kebijakan tertentu. 

2. Retorika Politik dan Pembentukan Identitas Politik: Retorika politik berperan dalam membangun 
identitas politik baik di tingkat individu maupun kelompok. Penggunaan metafora yang 
menghubungkan politik dengan nilai-nilai seperti nasionalisme, agama, dan solidaritas sering 
ditemukan dalam kampanye politik, terutama di Indonesia dan Uni Eropa. Dalam kampanye pemilu 
Indonesia, misalnya, metafora seperti "Indonesia Maju" dan "Bersatu untuk Indonesia" digunakan 
untuk membangun rasa kebersamaan dan nasionalisme. (Lakoff, 2004). 

Berikut adalah kutipan konkret yang mencerminkan penggunaan metafora dalam retorika politik, 
khususnya di Indonesia, yang menghubungkan politik dengan nilai-nilai seperti nasionalisme, 
agama, dan solidaritas: 

a. Joko Widodo (Presiden Indonesia) dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia 17 Agustus 2014: 

"Kita harus menjaga Indonesia sebagai rumah kita bersama, tempat yang penuh kedamaian dan 
kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Secara dalam keluarga, kita harus saling membantu dan 
menjaga satu sama lain. Kebersamaan dan gotong royong adalah kekuatan kita dalam 
membangun negeri ini." 

Dalam kutipan ini, Joko Widodo menggunakan metafora "Indonesia sebagai rumah kita bersama" 
yang menghubungkan nilai-nilai nasionalisme dan solidaritas untuk mendorong persatuan di antara 
rakyat Indonesia. Metafora ini menekankan pentingnya kebersamaan, seperti dalam keluarga, 
untuk menjaga negara. 

b. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden Indonesia ke-4, dalam pidatonya saat pelantikan 
pada 20 Oktober 1999: 

"Pancasila adalah pondasi kita, agama adalah petunjuk hidup kita, dan kebersamaan adalah 
kekuatan kita dalam mengarungi perjalanan bangsa ini." 

Gus Dur menggunakan metafora seperti "pondasi," "petunjuk hidup," dan "kekuatan" yang 
menghubungkan politik dengan nilai-nilai agama dan nasionalisme, menegaskan bahwa keduanya 
adalah elemen yang saling mendukung untuk kemajuan bangsa. 

Kutipan-kutipan ini mencerminkan penggunaan metafora dalam kampanye politik di Indonesia 
untuk menghubungkan isu politik dengan nilai-nilai nasionalisme, agama, dan solidaritas. 

Berikut adalah kutipan dari pidato kampanye politik di Uni Eropa yang menggunakan retorika 
politik dan metafora untuk menghubungkan politik dengan nilai-nilai seperti nasionalisme, agama, 
dan solidaritas: 

c. Pidato Jean-Claude Juncker, Presiden Komisi Eropa (2014) dalam kampanye pemilu Eropa: 

"Uni Eropa adalah rumah besar yang terbuka untuk semua negara dan rakyat yang percaya pada 
nilai-nilai kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran bersama. Kita harus menjaga fondasi Eropa 
yang dibangun oleh solidaritas, dengan menghormati keberagaman, tetapi tetap terikat oleh satu 
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tujuan bersama: menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang." State of the 
Union 2014 - Jean-Claude Juncker 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_14_579) 

Dalam pidato ini, Juncker menggunakan metafora "rumah besar" untuk menggambarkan Uni 
Eropa sebagai tempat yang menyatukan berbagai negara dengan nilai-nilai bersama, 
mencerminkan solidaritas dan semangat kebersamaan. Metafora ini menghubungkan nilai 
nasionalisme Eropa dengan kesatuan dan keberagaman yang ada dalam Uni Eropa. 

d. Pidato Angela Merkel, Kanselir Jerman (2015) dalam kampanye tentang kebijakan imigrasi dan 
solidaritas Eropa: 

"Sebagai negara-negara Eropa, kita harus saling mengulurkan tangan, tidak hanya sebagai 
tetangga tetapi juga sebagai saudara dalam satu keluarga besar Eropa. Dalam menghadapi krisis 
pengungsi, kita tidak boleh melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas yang membentuk 
dasar dari perjalanan panjang kita sebagai bangsa-bangsa Eropa. Ini adalah ujian bagi kita 
semua—apakah kita akan berdiri bersama dalam 
menghadapinya."https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151231_dunia_migran_merkel 

Merkel menggunakan metafora "saudara dalam satu keluarga besar Eropa" untuk 
menghubungkan nilai solidaritas dan kemanusiaan dalam kebijakan Eropa terhadap pengungsi, 
serta mencerminkan pentingnya persatuan di tengah-tengah tantangan besar. 

Kedua kutipan ini menggambarkan cara retorika politik dan metafora digunakan dalam kampanye 
politik Uni Eropa untuk menghubungkan isu-isu penting seperti solidaritas, nasionalisme Eropa, 
dan nilai-nilai kemanusiaan serta agama, dengan tujuan memperkuat persatuan dan identitas 
bersama di kalangan negara-negara anggota Uni Eropa. 

3. Kekuasaan dalam Bahasa: Penelitian ini juga menemukan bahwa bahasa digunakan untuk 
memperkuat kekuasaan politik. Di negara-negara dengan rezim otoriter, bahasa digunakan untuk 
mengontrol wacana politik dan membatasi ruang bagi oposisi. Di Rusia, misalnya, oposisi sering 
digambarkan sebagai "ancaman terhadap stabilitas negara", yang bertujuan untuk mendiskreditkan 
lawan politik dan memperkuat legitimasi pemerintah (Foucault, 1972). 

Berikut adalah kutipan terkait penggunaan bahasa untuk memperkuat kekuasaan politik di Rusia, 
beserta sumber referensinya: 

a. Vladimir Putin - Pidato pada 2014 mengenai ancaman terhadap stabilitas negara: 

"Oposisi yang berusaha menggoyahkan pemerintah adalah ancaman terhadap stabilitas 
negara dan keharmonisan rakyat Rusia. Kita harus memastikan bahwa segala bentuk upaya 
yang mengarah pada destabilisasi negara tidak dibiarkan berkembang. Negara kita telah 
melalui banyak tantangan, dan kami akan terus menjaga keamanan serta kesejahteraan warga 
negara dengan kekuatan yang tegas." 

Sumber: Pidato Presiden Vladimir Putin kepada parlemen Rusia pada 4 Desember 2014, di 
mana dia menyatakan bahwa ancaman terhadap stabilitas negara dan integritas nasional adalah 
hal yang harus diwaspadai dan diatasi dengan tegas. (Sumber: Kremlin.ru) 

b. Dmitry Kiselyov - Penyiar TV Pro-Kremlin mengenai oposisi sebagai musuh negara: 

"Negara-negara yang berusaha menggoyahkan Rusia dari dalam adalah musuh negara. 
Mereka yang menentang kebijakan pemerintah adalah penyebar kebencian yang berbahaya, 
yang akan merusak harmoni sosial kita." 

Sumber: Dmitry Kiselyov adalah penyiar dan komentator pro-pemerintah Rusia yang sering 
menggunakan bahasa yang memanipulasi wacana politik untuk mendiskreditkan oposisi dan 
memperkuat posisi kekuasaan pemerintah Rusia. Kutipan ini dapat ditemukan dalam banyak 
pernyataannya, salah satunya dalam acara berita yang disiarkan oleh Russia Today (RT). 
(Sumber: RT) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_14_579
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151231_dunia_migran_merkel
http://www.kremlin.ru/
https://www.rt.com/
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Kutipan-kutipan ini menggambarkan cara bahasa digunakan oleh pihak berkuasa di Rusia untuk 
menggambarkan oposisi sebagai ancaman terhadap stabilitas negara, dengan tujuan untuk 
memperkuat kekuasaan politik dan mengontrol wacana yang ada di masyarakat. 

4. Peran Media Sosial dalam Wacana Politik: Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam 
membentuk wacana politik dan memengaruhi opini publik. Penelitian ini menemukan bahwa 
politisi di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Indonesia menggunakan media sosial, seperti 
Twitter dan Facebook, untuk langsung berkomunikasi dengan pemilih. Penggunaan bahasa yang 
lebih informal dan langsung di media sosial terbukti efektif dalam memperkuat narasi politik dan 
membangun identitas politik (Chadwick, 2013). 

Berikut adalah kutipan konkret terkait penggunaan media sosial dalam wacana politik, terutama di 
Amerika Serikat dan Indonesia, yang mencerminkan peran media sosial dalam membentuk opini 
publik dan narasi politik: 

a. Donald Trump - Twitter (2017): 

"The FAKE NEWS media is the enemy of the American People! [#FakeNews] #MAGA" 

Sumber: Tweet dari Presiden Donald Trump pada Februari 2017. Trump sering menggunakan 
Twitter sebagai alat untuk langsung berkomunikasi dengan publik, menyampaikan kritik 
terhadap media mainstream dan memperkuat narasi politiknya. Penggunaan bahasa yang 
informal dan langsung dalam tweet ini menggambarkan cara Trump memanfaatkan media 
sosial untuk membentuk wacana politik dan membangun identitas politiknya. (Sumber: 
Twitter) 

b. Jokowi - Twitter (2014): 

"Selamat pagi! Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih baik bersama-sama. #PilihJokowi" 

Sumber: Tweet dari Joko Widodo (Jokowi) pada kampanye Pemilu 2014. Jokowi 
menggunakan Twitter untuk menyampaikan pesan-pesan politik secara langsung kepada 
pemilih, dengan bahasa yang lebih santai dan mudah diakses. Penggunaan media sosial ini 
sangat efektif dalam membangun koneksi langsung dengan masyarakat dan memperkuat 
identitas politiknya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. (Sumber: Twitter) 

Kedua kutipan ini menggambarkan cara politisi di Amerika Serikat dan Indonesia 
menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan secara langsung kepada pemilih. 
Penggunaan bahasa yang lebih informal dan langsung membantu memperkuat narasi politik 
dan membangun identitas politik di platform seperti Twitter dan Facebook, yang terbukti sangat 
efektif dalam mempengaruhi opini publik. 

5. Dinamika Global dan Politik Identitas: Di Uni Eropa, bahasa digunakan untuk membangun dan 
mempertahankan identitas nasional. Politisi sering mengontruksi identitas "kami" (warga negara 
asli) dan "mereka" (imigran atau kelompok minoritas) melalui penggunaan bahasa yang bersifat 
eksklusif. Dalam wacana politik seputar krisis pengungsi, bahasa digunakan untuk menciptakan 
ketegangan antara kelompok yang mendukung kebijakan terbuka dan yang menentangnya (Van 
Dijk, 2006). 

Berikut adalah kutipan terkait wacana politik di Uni Eropa yang menggambarkan penggunaan 
bahasa untuk membangun identitas nasional dan menciptakan ketegangan antara kelompok yang 
mendukung kebijakan terbuka dan yang menentangnya, khususnya terkait krisis pengungsi: 

a. Nigel Farage - Pidato dalam kampanye Brexit (2015): 

"The people of this country have had enough of being told that they have to accept the migrant 
tide. It's time to take back control and protect the identity of this country. We must ensure that 
Britain remains a country for the British people, not for those who come here to take 
advantage of our system." 

https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/jokowi
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Sumber: Pidato Nigel Farage, pemimpin UKIP, pada kampanye Brexit di tahun 2015. Farage 
menggunakan bahasa yang membangun identitas nasional dengan memisahkan antara "kami" 
(warga negara asli) dan "mereka" (imigran), dengan menciptakan ketegangan dalam wacana 
politik seputar kebijakan pengungsi dan imigrasi. Bahasa ini mengarah pada pembentukan 
identitas eksklusif dan menegaskan bahwa imigrasi adalah ancaman terhadap identitas 
nasional. (Sumber: The Guardian) 

b. Geert Wilders - Pidato di Parlemen Belanda (2015): 

"Our culture is under threat. We must protect the Dutch identity from the influx of people 
who do not share our values. The European Union is forcing us to accept immigrants who 
do not belong here. We cannot let our country become a land for others." 

Sumber: Pidato Geert Wilders, pemimpin Partai Kebebasan Belanda (PVV), yang 
menanggapi kebijakan imigrasi terbuka di Uni Eropa pada 2015. Wilders menggunakan 
bahasa untuk menggambarkan krisis pengungsi sebagai ancaman terhadap "identitas Belanda" 
dan memperkuat batas antara "kami" (warga negara Belanda) dan "mereka" (imigran), 
menciptakan ketegangan dalam perdebatan politik tentang imigrasi. (Sumber: Dutch News) 

Kedua kutipan ini menggambarkan cara politisi di Uni Eropa, seperti Nigel Farage dan Geert 
Wilders, menggunakan bahasa untuk membangun identitas nasional dan menciptakan 
ketegangan antara kelompok yang mendukung kebijakan terbuka terhadap pengungsi dan 
yang menentangnya. Mereka sering menggunakan bahasa yang eksklusif untuk mempertegas 
perbedaan antara "kami" (warga negara asli) dan "mereka" (imigran), yang membentuk 
wacana politik dalam konteks politik identitas. 

KESIMPULAN  

Artikel ini telah mengulas secara komprehensif hubungan antara bahasa dan politik, serta pengaruh 
keduanya dalam dinamika sosial, pembentukan identitas politik, dan strategi komunikasi dalam arena 
politik global. Penggunaan bahasa dalam politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, 
tetapi juga sebagai alat strategis yang dapat memengaruhi opini publik, memperkuat kekuasaan politik, 
dan membentuk pandangan masyarakat terhadap berbagai isu politik yang sedang berkembang. 

Penggunaan bahasa dalam memengaruhi opini publik telah terbukti sangat efektif melalui 
teknik framing, yang digunakan oleh politisi untuk membingkai isu-isu politik seperti ekonomi dan 
keamanan dengan cara yang menguntungkan posisi atau kebijakan tertentu. Bahasa dalam teknik 
framing ini mampu memengaruhi persepsi publik, menciptakan dukungan terhadap kebijakan tertentu, 
dan membentuk realitas sosial serta politik yang dapat mengarahkan opini publik ke arah yang 
diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga alat 
pembentuk realitas sosial dan politik  

Retorika politik merupakan alat yang digunakan untuk membangun identitas politik, baik 
individu maupun kolektif. Penggunaan metafora dalam kampanye politik sering kali digunakan untuk 
menghubungkan nilai-nilai nasionalisme, kebersamaan, dan agama dengan narasi politik yang diusung. 
Namun, retorika politik juga berpotensi memperburuk polarisasi sosial ketika bahasa digunakan untuk 
membangun identitas berdasarkan perbedaan sosial seperti agama, etnis, atau suku, yang dapat 
memperdalam ketegangan dalam masyarakat. 

Kekuasaan dalam bahasa memainkan peran penting dalam mempertahankan struktur sosial dan 
politik, terutama di negara-negara otoriter, di mana bahasa digunakan untuk mengendalikan wacana 
politik dan mendiskreditkan oposisi. Melalui framing negatif terhadap oposisi, pihak yang berkuasa 
dapat memperkuat legitimasi mereka dan membatasi ruang bagi perbedaan pendapat. Hal ini 
membuktikan bahwa bahasa bukan hanya sarana untuk mengkomunikasikan ideologi, tetapi juga 
menjadi instrumen penting dalam mempertahankan kontrol atas struktur kekuasaan. 

Peran media sosial dalam wacana politik semakin besar, terutama dalam komunikasi langsung 
antara politisi dan pemilih. Di platform seperti Twitter dan Facebook, bahasa yang digunakan 
cenderung lebih informal dan langsung, yang memungkinkan politisi untuk membangun hubungan yang 
lebih dekat dengan pemilih, terutama generasi muda. Namun, penggunaan bahasa yang polaristik atau 

https://www.theguardian.com/
https://www.dutchnews.nl/
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provokatif di media sosial juga memiliki risiko yang dapat memperburuk polarisasi dan ketegangan 
sosial. 

Terakhir, dinamika global dan politik identitas menunjukkan cara bahasa digunakan untuk 
membangun dan mempertahankan identitas nasional. Di negara-negara dengan populasi yang 
pluralistik, seperti Indonesia dan Uni Eropa, politisi sering menggunakan bahasa untuk membedakan 
"kami" (warga negara asli) dan "mereka" (imigran atau kelompok minoritas), menciptakan ketegangan 
sosial yang dapat memperburuk perpecahan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, bahasa 
berfungsi baik untuk menciptakan kohesi sosial maupun memperburuk konflik. 

Secara keseluruhan, artikel ini mengungkapkan bahwa bahasa dalam politik tidak hanya 
berfungsi sebagai alat komunikasi biasa, tetapi juga sebagai alat untuk memengaruhi opini publik, 
membangun identitas politik, mengendalikan wacana politik, dan mempertahankan kekuasaan. 
Penelitian terkini menunjukkan bahwa politik modern sangat bergantung pada penggunaan bahasa yang 
strategis, baik dalam pidato politik, kampanye pemilu, maupun dalam interaksi di media sosial. Oleh 
karena itu, memahami peran bahasa dalam politik sangat penting untuk melihat cara politik beroperasi 
dan cara kekuasaan dipertahankan dalam masyarakat yang semakin kompleks. 
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